BAB II

GADAI DALAM ISLAM

A. Gadai
1. Pengertian Gadai
Menurut bahasa, gadai (4/- Rahn) berarti al- tsubiit dan al- habs yaitu
penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah
terkurung atau terjerat.’
Rahn yang secara bahasa diartikan al- tsizbiit wa al- dawam (tetap dan kekal)
sebagian Ulama Luhgat memberi arti al-habs (tertahan).?
Gadai dalam figih disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang
yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.’
Ensiklopedi figih mengartikan 4/- Rahn sebagai berikut:
O O (B8 58 ol
“Al- Rahn adalah menguatkan hutang dengan jaminan barang™

Istilah yang digunakan figih untuk gadai adalah Al- Rahn adalah sebuah akad

utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan).’

Hendl Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT RaJa Graﬁndo Persada, 2005), 105

Hendrakhohd “Gadai dalam Islam”, dalam: jui; i bfog 2009 45 pgee 2 (3 Januari 2012)

* Al- Imam Tagqiytiddin Abu Bakar al- Hiisaini, Ktﬁ'zyatul Akhyar, (Surabaya Bma IImu, 1987), 58

* Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Figih Umar Bin Khattab,(Surabaya: Khalifa, 2007) 463
* Ibid, 464
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Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn ialah:$

a. Aia velifinl (Say Ba eli gl Jo Quliial de g g0 Sic

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin
diperoleh bayaran dengan sempurna darinya,”

b. “Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai
Jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan
uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”

¢. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan
barang sebagai tanggungan utang.

d. sy Aady Jlab Jaa

“Menjadikan harta sebagai jaminan hutang”

“Menjadikan zat sesuatu benda sebagai jaminan utang”

f. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.

g. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat
kepercayaan dalam utang- piutang

h. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’
sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi

tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 105-106
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Menurut Syariat, Rahn berarti menilai suatu barang dengan harga
tertentu atas suatu barang yang dimungkinkan pembayaran hutang itu dengan
mengambil sebagian dari barang tersebut.’

Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia apa yang disebut dengan
barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar, atau cagaran, tanggungan.®

Menurut syara’ rahn artinga menyandera sejumlah harta yang
diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai
tebusan.’

Menurut Ahmad Azhar Basyir, rahn berarti tetap berlangsung dan
menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Dalam definisinya
rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang yang menggadaikan,
sedangkan mirtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-
Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang
untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup

membayarnya dari orang yang berpiutang.'’

” Mahmudi (2009) dalam skripsinya yang berjudul Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran
dan Metode Istimbath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (perspektif
hukum Islam), (Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009),
16 .

8 Sutan Remi Syahdeini, Perbankan Islam, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 75-76

® Syekh Muhammad Abid as- Sindi, Musnad Syafi’l, juz | dan Il, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,
2000), 1342

¥ Ibnu Qudamah, Al-Bada’i Ash-Shand'i Fi tartib As- Syara’i, jilid VI (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996),
135
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Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary, dalam kitabnya Fathul
Wahab, mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta
benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda
itu bila utang tidak dibayar."'

Pengertian rahn menurut Heri Sudarsono yakni perjanjian utang
piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan
menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta
menurut pandangan syara’ sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian
manfaat barangnya itu.'?

Definisi rahn menurut syara’ adalah menjamin utang dengan sesuatu
yang bisa menjadi pembayar utang tersebut,atau nilainya bisa membayar
utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai
jaminan terhadap utang."

Adapun menurut KUH Perdata gadai ar- Rahn adalah suatu hak yang
diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh orang lain
atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang
itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang tersebut secara

didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian

' Abu Zakariya, Fathul Wahhab, (Surabaya: al- Hidayah, t.t), 167

2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Ekonisia, cet. I, 2004), 156-
157

** Saleh al- Fauzan, Figih Sehari- hari, (Jakarta: Gema Insani, cet I, 2006), 414
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biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu
digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."

Dari pengertian- pengertian gadai yang disebutkan diatas, maka
dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah
merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan
hukum adat. Terutama sekali menyangkut obyek perjanjian gadai menurut
syariat Islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak
dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.'®

Dari sekian banyak pengertian tentang rahn (gadai) diatas, dapat
disimpulkan bahwa rahn adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan
menyerahkan barang sebagai tanggungan utang'® atau juga dapat dipahami
bahwa rahn adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan
pengambilan manfaat darinya, atau menjadikan sesuatu yang bemilai
ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang
memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari
barang itu.

Menurut fuqaha’' jumhir akad al- rahn harus disertai dengan
penyerahan barang jaminan. Karena itu menurut mereka piutang dan harta

bersama tidak sah dijadikan jaminan, kecuali ada persetuan dari sekutunya.

" Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,(Jakarta: Pradnya Paramita,2004), 297
Chalruman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 140
Mas_;fuk Zuhdi,Masail Fighiyah, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 123
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Fuqoha Syafi’iyah dan Hanafiyah mempertegas persyaratan al-
marhiin harus berupa a’in (barang), tidak sah menjaminkan manfaat suatu

benda.'’

Dasar Hukum Gadai
e Al-Qur’an

Dalam QS. al- Baqarah ayat 283 disebutkan:

Artinya:
“Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muamalah tidak
Secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan
(oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat
(utangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah swe”. '®

¥ Mahmudi (2009) dalam skripsinya yang berjudul Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran
dan Metode Istimbath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (perspektif
hukum Islam), (Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,
2009),18

*® Depag RI, Al- Qur'an dan Terjemahanya,(Bandung, CV Penerbit J- ART, 2005), 29
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e Al- Hadits

= Adile (e 2l e al il e GlieeY ey ja Waa 408 Was
dc )3

Artinya:

“Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada kai Jarir dari al- A’masy dari
lbrahim dari al- Aswad dari ‘Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW pernah
memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya
baju besi beliau "

Ay Sy edall calu g dale Bl oo i J gy JB 1 JE3 58 ol G g
A Lo Oaf ol g AR oyl g oS 5y 5 o5 Liga ya IS 13

Artinya:
“Hadits Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda punggung itu
dapat di naiki sesuai dengan adanya hak nafaqoh yang diberikan jika

binatang itu di gadaikan bagi orang yang menatkz dan memmum susunya
ialah yang wajib memberi makan dan minum”.(HR. Ibn Majah). °

4y 4ia ) gl dmlia e Sal Bl sabuy e b e il e 508 A 0o s
3415 o die B giaall of W) @ Alla y WSlally Sikad fall o) g 2552 4l p Ak

Al l o

Imam Bukhori,Shokth Al Bukhorf, jilid Il ( semarang: Toha Putra, t.t,),115
*Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al- -Qozwainy, Sunan [bn Majah, juz 11, (Bairut Libanon: Darul
Fikr, 1995), 19
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Artinya:

“Dan hadits dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda,” Barang
yang digadaikan tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya,
baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian
(atau biaya).”(HR Daruqutni dan Hakim)?'

mwbﬂbja‘alu_’@hamémg_uﬂubJ.\ﬂjLﬁmﬂlw)uu|&
&hy \ﬁ&ﬁnh&i)daﬁe
Artinya:

Anas r.a. berkata, “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang
yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.”?

e [jtihad Ulama

Perjanjian gadai yang yang diajarkan dalam al- Qur’an dan al- Hadits
itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fugaha’ dengan
Jalan jjtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan
para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian juga
dengan landasan hukumnya.

As- Syafi’i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan
barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan
aslinya), maka wajib tidak ada keputusan.

Madzhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad)
orang yang menggadaikan (rahin) dipaksakan untuk menyerahkan borg

(jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (miirtahin) orang

2 Abu Abdullah bin Abdus Salam Aluwws$, Ibdnatul Ahkam syarh Bulighiil Maram, Jilid 111,
(Libanon: Darul al- Fikr, 2004), 112
* Abi Abbas Sihabbudin, Kitab al By’ jilid v (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990) 1927
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yang menggadaikan (r@hin) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan

pendapat Imam As- Syafi’i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku

selama tidak merugikan/ membahayakan pemegang gadaian.”*

3. Rukun- rukun rahn/ gadai.

Menurut Heri Sudarsono yang menjadi rukun rahn/ gadai yakni:**

a. Ar- Rahin (yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang
yang digadaikan.

b. Al- Martahin (yang menerima gadai)
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan
modal dengan jaminan barang (gadai)

c. Al- Marhiin/ (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan r@hin untuk dijadikan jaminan dalam
mendapatkan utang

d. Al- Marhin bih (utang)
Sejumlah dana yang diberikan mirtahin kepada rahin atas dasar besarnya
tafsiran marhin.

e. Sighat, ljab, Qabul

Kesepakatan antara rahin dan mirtahin dalam melakukan transaksi gadai.

% Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Y ogyakarta: Ekonisia, 2004), 159- 160
24 .
Ibid, 160
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4. Syarat- syarat rahn/ gadai
Para ulama figih mengemukakan syarat- syarat ar- Rahn sesuai dengan
rukun ar- Rahn itu sendiri. Oleh karena itu, syarat- syarat ar-Rakhn meliputi:*
a. Syarat yang terkait dengan orang yang yang berakad adalah cakap
bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh
dan berakal.
b. Syarat shigat (lafal)
Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu ar- Rahn tidak boleh
dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan
datang, karena akad ar- rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu
dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan
datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.
c¢. Syarat al- marhiin bih (utang) adalah:
Marhin bih adalah hak yang diberikan ketika rahn. Ulama Hanafiyah
memberikan beberapa syarat, yaitu:*
1) Marhiin bih hendaklah barang yang wajib diserahkan
Menurut ulama selain Hanafiyah, marhin bih hendaklah berupa utang
yang wajib diberikan kepada orang menggadaikan barang, baik berupa

uang ataupun berbentuk benda.

** Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 254- 255
% Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 163- 164
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2) Marhan bih memungkinkan dapat dibayarkan
Jika marhiin bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah sebab
menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya rahn

3) Hak atas marhiin bih harus jelas.

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhiin bih tanpa
dijelaskan utang mana menjadi rahn.

Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah memberikan tiga syarat bagi marhin bih:

1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

2) Utang harus lazim pada waktu akad.

3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan mirtahin

. Syarat al- marhiin (barang yang dijadikan agunan) yaitu:

1) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang
dengan utang.

2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya
khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar
tidak bernilai harta dan bermanfaat dalam Islam.

3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.

4) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.

5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.

6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran

dalam beberapa tempat.
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7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun
manfaatnya.

8) Tidak sah menggadaikan barang rampasan (di- gasab) atau barang
yang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain
sebagai jaminan. Sebab gadai bermaksud sebagai penutup utang

dengan benda- benda yang digadaikan.*’

Hukum rahn dan Dampaknya

Hukum rahn secara umum terbagi menjadi dua, yaitu shahih dan
ghair sahih (fasid). Rahn sahih adalah rahn yang memenuhi persyaratan
sebagaiman dijelaskan di atas, sedangkan rahn fasid adalah rahn yang tidak
memenubhi persyaratan tersebut.
Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rahn ghair sahih terbagi menjadi dua
yaitu:
a. Batal, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti akid tidak ahli.
b. Fasid, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti marhin

berkaitan dengan barang lain

¥’ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Ekonisia, cet. IV, 2007),

161- 162
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I. Hukum Rahn Sahih/ Rahn Lazim
Kelaziman rahn tergantung pada rahin, bukan miirtahin. Rahin
tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan mirtahin
berhak membatalkannya kapan saja dia mau.
Selain itu, menurut pandangan jumhur ulama, rahn baru dipandang
sah bila marhin sudah dipegang oleh mirtahin.
Sedangkan menurut ulama malikiyah cukup dengan adanya ijab dan
qobul. Kemudian meminta kepada rahin untuk menyerahkan marhan.
2. Dampak Rahn Sahih
a) Adanya utang untuk rahin Utang dimaksud adalah utang yang
berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.
b) Hak menguasai marhiin
Penguasaan atas marhiin sebenarnya berkaitan dengan utang rahin,
yakni untuk memberikan ketenangan kepada mirtahin apabila rahin
tidak mampu membayar utang. Dengan kata lain, jika orang berutang
tidak mampu membayar, ia dapat membayarnya dengan marhiin.
¢) Menjaga barang gadaian
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin harus menjaga marhin
sebagaimana menjaga barang miliknya sendiri, yakni seperti barang
titipan titipan. Begitupula keluarganya diharuskan ikut menjaganya.
Jika rusak/ hilang atas kelalaian mirtahin, maka ia harus bertanggung

jawab untuk memperbaiki atau menggantinya.
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d) Pembiayaan atas marhiin
e) Ulama figih sepakat bahwa rahin berkewajiban membiayai atau
mengurus rahin akan tetapi ada juga para ulama yang berbeda

pendapat tentang hal itu.®

6. Akad perjanjian rahn/ gadai
Akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain:*
a. Mengikat (), yaitu:
oy Rl oo Sy oY b Ubiod gy il b o
Artinya:
“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang

lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong
benda ”

b. Sambungan (3:3), yaitu:

g g9 LagSns s U1 Joogll
Artinya:
“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”

c. Janji (2¢)) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran: 76 yang
berbunyi:

?® Rachmat Syafei, Figih Muamalah, 170-171
» Hendi Suhendi, Figih Muamalah, 44- 45
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Artinya:

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang
dibuat)nya (Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama
manusia maupun terhadap Allah), dan bertakwa, Maka sesungguhnya
Allah menyukai orang- orang yang bertagwa.”*°

Sedangakan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud akad adalah:

A s fapia ry Jo J gk o £ BLSY

Artinya:
“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan
keridhaan kedua belah pihak.”

g Lo Sl ISyl Y1 g3 el T Ol pn g g ges

Artinya:
“Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan
seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak ”

Dalam perjajian rahn/ gadai menggunakan tiga akad perjanjian, ketiga

akad perjanjian tersebut yaitu:*'

1. Akad al- Qardul Hasan
Akad ini dilakukan pada rahin yang menggadaikan barangnya untuk
keperluan konsumtif, dengan demikian, rahin akan memberikan biaya
upah atau fee kepada mirtahin yang telah menjaga atau merawat

barang gadaian (marhin).

3 Depag R, Al- Qur’an dan Terjemahannya , 59
3! Hendi Suhendi, Figih Muamalah, 164
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2. Akad al- Mudarabah >
Akad dilakukan untuk rahin yang menggadaikan jaminannya untuk
menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja).
Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan
keuntungan) kepada miirtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai
modal yang dipinjam terlunasi.

3. Akad Ba'i al- Mugayadah
Akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan
barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan,
rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang.
Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini
adalah barang- barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat
dimanfaatkan oleh rahin atau mirtahin. Dengan demikian, miirtahin
akan membelikan barang yang sesuai keinginan rahin atau rahin akan
memberikan mark- up kepada mirtahin sesuai dengan kesepakatan

pada akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.

7. Sifat — sifat gadai

d.

Gadai merupakan perjanjian yang bersifat assesoir (tambahan) terhadap
perikatan pokok, yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka
hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah

adanya perjanjian pokok;
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. Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda
gadai dari

Debitur (rahin), Pemberi Gadai kepada Kreditur/Penerima Gadai
(martahin);,

Dapat beralih atau dipindahkan, benda gadai dapat dialihkan atau
dipindahkan oleh Penerima Gadai kepada Kreditur lain namun dengan
persetujuan dari Pemberi Gadai;

. Bersifat individualiteit, sesuai Pasal 1160 KUH Perdata, bahwa benda
gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya
debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas
benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga
seluruh utang telah dilunasi;

Bersifat menyeluruh (totaliteif),berarti hak kebendaan atas gadai
mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan
dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan;

Tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid), berarti pemberian gadai
hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan
dan tidak mungkin hanya sebagian saja;

. Mengikuti bendanya (Droit de suite), pemegang hak gadai dilindungi hak
kebendaannya, ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak
kebendaan tersebut beralih, pemilik berhak untuk menuntut kembali

dengan atau tanpa disertai ganti rugi;
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h. Bersifat mendahulu (droit de preference), bahwa Penerima Gadai
mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai;

i. Sebagai Jura in re Aliena (yang terbatas), gadai hanya semata-mata
ditujukan bagi pelunasan utang. Gadai tidaklah memberikan hak kepada
pemegang gadai/ penerima gadai untuk memanfaatkan benda yang
digadaikan, terlebih lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas

benda yang digadaikan tanpa izin dari pemberi gadai.>?

8. Pemanfaatan barang gadai (marhiin)
a) Pendapat Imam Syafi’ i

Dalam kitab al-Um'nya Imam Syafi’i menjelaskan tetang
pemanfaataan barang jaminan sebagai berikut: “Manfaat dari barang
jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang
jaminan itu bagi yang menerima gadai.” Sedangkan pendapat senada
diutarakan Ulama Safi’iyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang
mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang
yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaannya
atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat
atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh

mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi

% Taufik“Perbedaaan antara Gadai dan fidusia,” dalam:
htip.www.jdih.bpk.go.idinformasihukumPerbedaanFidusia_Gadai.pdf (29 Desember 2011)
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jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka
itu diperbolehkan.

Ulama Safi’iyah menyandarkan pendapat ini pada hadist yang
diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: “Gadaian itu tidak
menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya
kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya
(kerusakan dan biaya)”. Sedangkan Imam Syafi’i menyebutkan hadis lain
yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa, “barang
jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”. Secara tegas Imam Syafi’i
memberi penjelasan mengenai hadis di atas yakni bahwa yang boleh
menunggangi dan memeras barang gadai itu hanyalah pemiliknya dan
bukan orang yang menerima gadai.

Dari penjelasan dan dasar syar’i yang digunakan Imam Syafi’i dan
Ulama Syafi’iyah diatas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai
hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai,
sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan
sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si pegadai dan

dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.*’

% Hendrakholid, “Gadai dalam Islam”, dalam: ‘77> ner i 26405 25 s (3 Januari 2012)
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b) Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat
bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari
padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi
yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan. Dengan kata
lain jika mirtahin mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya.

¢) Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal
Menurut Imam Ahmad bin Hanbal di dalam pemanfaatan barang gadai
berpendapat jika penggadai mengizinkan pemegang gadai untuk
mengambil manfaat, sedangkan utang gadai itu adalah giradh, maka hal itu
tidak boleh karena yang demikian berarti qiradh yang menarik manfaat.
Akan tetapi, apabila utang itu bukan giradh (pinjaman uang), pemegang
gadai boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut.**
d) Pendapat Ulama Hanafiyah
Menurut Ulama’ Hanafi, penerima gadai boleh memanfaatkan barang
gadai atas izin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan
kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penerima gadai dapat

mengambil manfaatnya dan tidak termasuk riba.

% Mahmud Syalthut, Figih Tujuh Madzhab, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. I, 2000), 288
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9. Perselisihan Antara rahin dan murtahin

Fuqoha’ berselisih pendapat tentang perselisihan antara r@hin dan

mirtahin berselisih pendapat berkenaan dengan besarnya uang yang harus

dibayar ketika pengembalian uang. ada beberapa Imam yang mengungkapkan

pendapatnya, diantaranya:

a.

Imam Malik : yang dipegangi ialah kata-kata miirtahin berkenaan dengan
kadar kewajiban yang disebutkannya, selama marhin tidak kurang dari
harga yang disebutkannya, jika melebihi harga marhian, maka yang
dipegangi ialah kata-kata rahin.

Imam Syafi’i, Abu Hanifah, ats-Tsauri dan kebanyakan fuqoha’ anshor
berpendapat bahwa yang dipegangi berkenaan dengan kadar kewajiban
(yang harus dipenuhi) adalah kata-kata rahin.

Dasar Imam Malik dalam hal ini ialah mirtahin, meski ia dari pihak
penggugat namun ia mempunyai bukti dengan berpindahnya sumpah
kepada dirinya yakni adanya marhiin merupakan saksi baginya. Diantara
aturan pokoknya mengatakan, bahwa pihak yang paling kuat gugatannya
harus bersumpah. Tetapi jumhur fuqoha’ menolak hal ini, karena sering
kali orang menggadaikan tetapi harga barang gadainya lebih besar
dibanding uang gadai yang diterima.

Jumhur Fuqoha’ berpegang bahwa rahin merupakan pihak yang
tergugat, sedang miirtahin ialah pihak yang menggugat, oleh karenanya

rahin harus bersumpah.
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Jika yang diperselisihkan ialah keadaan marhiin, maka Imam Malik
berpendapat bahwa yang dipegangi kata-katanya ialah mirtahin, karena ia
menjadi pihak yang tergugat. Pendapat ini berdasar pada aturan pokoknya,
karena miirtahin juga menjadi pihak penanggung jawab barang yang ia
bawa.

Menurut aturan pokok Imam Syafi’i sumpah tidak akan keluar dari
mirtahin kecuali jika rahin mengingkari kerusakan itu.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-
kata penerima gadai berkenaan dengan harga barang gadai, tanpa
diperlukan suatu sifat. Demikian itu karena menurut Imam Malik,
penerima gadai harus bersumpah atas sifat (keadaan) barang gadai dan
atas penilaian terhadap sifat tersebut.

Jika terjadi persengketaan tentang kedua perkara bersama- sama yakni
tentang sifat dan jumlah barang gadai maka dipegangi ialah kata- kata
penerima gadai berkenaan dengan sifat barang gadai.

Pada dasarnya, nilai- nilai sifat yang disumpahinya itu tidak mungkin
menjadi saksi yang menguatkannya. Dan pendapat ini mengandung
kelemahan.

Tentang, apakah hak itu dapat menjadi saksi atas harga barang gadai
jika kedua belah pihak telah bersepakat tentang hak tersebut, tetapi
kemudian bersengketa tentang nilai barang gadai maka dalam madzhab

Maliki ada dua pendapat berkenaan dengan masalah ini. Tetapi yang lebih
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masuk akal adalah bisa menjadi saksi. Sebab, jika barang gadai dapat
menjadi saksi atas adanya barang yang digadaikan.>
10. Risiko Barang Rahn/ Gadai
Sesuatu kalau ada manfaatnya kadang juga mengandung risiko, adapun
risiko yang mungkin terjadi pada rahn yaitu:

a. Resiko tak terbayarnya utang rahin (wanprestasi), risiko ini terjadi apabila
rahin kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan
karena beberapa alasan. Rahin dapat saja terbebas dari kewajiban
membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat
untuk mengorbankan barang gadaianya.

b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak, walaupun telah
ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan
nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi. Hal ini disebabkan oleh
berbagai masalah ekonomi, misalnya menurunnya nilai tukar rupiah

terhadap dolar.*®

11. Akhir Rahn/ gadai.
Rahn/ gadai dipandang habis denagn beberapa keadaaan seperti

membebaskan utang, hibah, membayar hutang, dan lain- lain yang tertera di

bawah ini:

* Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatil Mujtahid, (Semarang: Asy- Syifa’, 1990), 319
% Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, 182
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a. Marhun/ barang gadai diserahkan kepada pemiliknya
Jumhur ulama selain Syafi’iyah memandang habis rahn jika
miirtahin menyerahkan marhin kepada pemiliknya (rahin) sebab marhin
merupakan jaminan utang. Jika marhiun diserahkan, tidak ada lagi
jaminan. Selain itu, dipandang habis pula rahn jika martahin
meminjamkan marhin kepada rahn atau kepada orang lain atas seizin
rahin
b. Dipaksa menjual marhin
Rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual marhiin, atau
hakim menjualnya jika rahin menolak.
c. Rahin melunasi semua utang
d. Pembebasan utang
Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya
rahin meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
e. Pembatalan rahn dari pihak martahin
Rahn dipandang habis jika mirtahin membatalkan rahn meskipun
tanpa seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika rahin.
membatalkannya.
Menurut ulama Hanafiyah, martahin  diharuskan untuk
mengatakan pembatalan marhiin kepada martahin. Hal ini karena rahin
tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitupula cara membatalkanya

adalah dengan tidak memegang.
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Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn dianggap batal jika

miirtahin membiarkan marhin pada rahin sampai dijual.

f. Rahn meninggal
Menurut ulama Malikiyah, rahn habis jika rahin meninggal sebelum
menyerahkan marhiin kepada miirtahin. Juga dipandang batal jika
mirtahin meninggal sebelum mengembalikan marhiin kepada rahin.

g. Marhin rusak

h. Tasharruf dan marhiin
Rahn dipandang habis apabila marhiin di tasharruf- kan seperti dijadikan

hadiah, hibah, sedekah, dan lain- lain atas seizin pemiliknya.37

12. Ketentuan Hak Milik
a. Pengertian hak milik®®
Menurut pengertian umum, hak adalah:

“Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu
kekuasaan atau suatu beban hukum.”

3 Rahmat Syafei, Figh Muamalah, 178- 179
% Hendi Suhendi, Fiqgh Muamalah, 32- 34
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Sedangkan milik didefinisikan sebagai berikut:
=8l g Ll paeaie LI § G pallly adu Ol Lol dsalia oSy aliaidl
“Kekhususan terdaapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk
bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnyaa selama tidak
ada penghalang syar’i”
Hak adakalanya merupakan sultah, adakalanya merupakan taklif.
1. Sultah terbagi menjadi dua, yaitu sultah ‘ala al nafsi dan sultah ‘ala
syai’in mu ayamin.
a) Sultah ‘ala al nafst
lalah hak seseorang terhadap jiwa seperti hak hadanah
(pemeliharaaan anak)
b) Sultah ‘ala syai’in mu’ayamin.
lalah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang
berhak memiliki sebuah mobil.
2. Takiif
adalah orang yang bertanggung jawab, faklif adakalanya
tanggungan pribadi (‘ahdah syakhshiyah) seperti seorang buruh
menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta (‘ahdah
maliyah) seperti membayar hutang.
Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian

yaitu mal dan ghair mal
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Hak mal ialah

Ol o e ASLS JW b Gty L

“Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda- benda
atau utang- utang”.

Hak ghair mal terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak syakhshi dan hak
‘aini.
Hak syakhsh ialah:

Al gle patal e a0 llas

“Suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorang terhadap orang
lain”.

Hak ‘aini ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan
orang kedua. Hak ‘aini ada dua macam; ashlf dan thab’i. Hak ‘aini ashit
ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya shahiib al- haq seperti hak
milkiyah dan hak irtifaq.

Hak ‘aini thab't ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang
mengutangkan uangnya atas berutang. Apabila yang berutang tidak
sanggup membayar, maka miirtahin berhak menahan barang itu.

Macam- macam hak “aini sebagai berikut:*

1) Haq al- milkiyah ialah hak yang memberikan pemiliknya hak
wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat,
menghabiskannya, merusakknya, dan membinasakannya, dengan

syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.

* Ibid, 35- 37
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3)

4)

5)

6)
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Haq al- irtifag ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan
diusahakan hasilnya. Haq al- isti’mal (menggunakan) terpisah dari
haq al Istghal (mencari hasil), misalnya rumah yang diwagafkan untuk
didiami. Si maugqif ‘alath hanya boleh mendiami, ia tidak boleh
mencari keuntungan dari rumah itu.
Hag al- irtifag ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk
suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik
kebun pertama.
Hagq al- istihan ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan.
Rahn menimbulkan hak ‘aini bagi mirtahin, hak itu berkaitan dengan
harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan denga zakat
benda,karena rahn hanyalah jaminan belaka.
Hagq al- ihtibas ialah hak menahan suatu benda. Hak menahan barang
(benda) seperti hak multagith (yang menemukan barang) menahan
benda lugatah
Hagq qarar (menetap) atas tanah waqaf
Hagq al- murar ialah

oo e i pald Gubalale Bysh e aSle o LY 506 3

“Hak manusia untuk menempatkan bangunanya di atas bangunan
orang lain ”
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9

Hagq ta’alli ialah
ot o Woe Wy slay o) (8 G o Lt 5%

“Hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan
orang lain”.

Haq al- jiwar ialah hak- hak yang timbul disebabkan oleh
berdempetnya batas- batas tempat tinggal, yaitu hak- hak untuk
mencegah pemilik ugar dari menimbulkan kesulitan terhadap

tetangganya.

10) Hag Syafah atau haq syirb ialah:

“Kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk
diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya”

. Klasifikasi Milik

Milik dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1.

Milk tam, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan ada
manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan
kegunaanya dapat dikuasai. Pemilikan t@m bisa diperoleh dengan
banyak cara, jual beli misalnya

Milk naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari
benda terebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau

memiliki manfaaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya
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Dilihat dari segi mahal (tempat), milik milik dibagi menjadi tiga bagian,

yaitu:

a) Milk al’ain atau disebut pula milk al ragabah, yaitu memiliki semua
benda, baik benda tetap (ghair mangiil) maupun benda- benda yang
dapat dipindahkan (manqil) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun,
mobil, dan motor, pemilikan terhadap benda- benda disebut milk al-
‘ain.

b) Milk al- manfaah, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya
saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan
lainnya.

¢) Milk al- dayn, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah
uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang

dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.*

“® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 40- 42



